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BUPATI PEMALANG 
RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR   14  TAHUN  2009 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2008 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN PEMALANG 

 
 

BUPATI PEMALANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang, maka Peraturan 
Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit 
Pelayanan Perijinan Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, 
perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas 
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 tahun 2008 tentang 
Pembentukan Unit Pelayanan Perijinan Terpadu pada Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Terpadu 
Kabupaten Pemalang.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041), sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor  4737); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten  
Pemalang Tahun 2008 Nomor 1 ); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten  
Pemalang Tahun 2008 Nomor 21 ). 

 
 

MEMUTUSKAN    : 
   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS  

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2008 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PERIJINAN 
TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN 
PEMALANG 

   
Pasal 1 

 
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perijinan 
Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku 
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Pasal 2 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

 
 
 

 Ditetapkan di Pemalang         
 pada tanggal  13 Februari 2009 
 BUPATI   PEMALANG, 
  
 Cap. 
                              ttd 
  
  
 H.M. MACHROES 
  
Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 13 Februari 2009      

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

Cap. 
                             ttd 

 
 

SUMADI SUGONDO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009  NOMOR 14 
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